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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1  Efektivitas                                      
1.1.1 Pengertian Efektivitas
Efektifivats merupakan unsur  pokok pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan  dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kata Efektivitas sering dikaitkan dengan Efisien walaupun sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai  sedangkan Efisien lebih melihat bagaimana cara untuk mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan output.
Efektivitas menurut para ahli yaitu menurut Drucker dalam (Nuruddin 2007:96) mengatakan bahwa Efektivitas berarti sesuatu yang benar atau sejauh mana kita mencapai tujuan. Sementara menurut Handoko dalam (Mutiarin & Zaenudin 2014:96), Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagi Komaruddin, Efektivitas adalah suatu keadaan yang 

	menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
Efektivitas menurut Winardi dalam (Mutiarin & Zaenudin 2014:96), memberikan penjelasan mengenai efektivitas yaitu:
“Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil atau gagal”.


	Menurut Siagian dalam (indrawijaya, 2014:175-176) memberikan pengertian tentang Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu:
“Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apabila pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaaan bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”.
Berdasarkan beberapa pengertian Efektivitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas berarti suatu proses yang telah ditetapkan sebelumnya, dan di katakana efektif apabila usaha atau kegiatan yang dilakukan telah tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan yang di maksud merupakan tujuan suatau instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.


1.1.2 Pengukuran Efektivitas
Menurut Richard M Steers (1985:53) menjelaskan bahwa terdapat tiga indicator dalam pengukuran Efektivitas: 
1. Pencapaian Tujuan
Adalah upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pertahapan, baik dalam pertahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pertahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan.
2. Integritas 
Adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi, dan sebagai pengembangan consensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekan kepada proses sosialisasi.
3. Adaptasi 
Adalah suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana prasarana yang memadahi.

Menurut Campbell J.P dalam (Mutiarin & Zaenudin,2014:96) pengukuran Efektivitas secara umum dan yang menonjol adalah : 
1. Keberhasilan program
Keberhasilan program adalah efektivitas program dapat dijalankan dengan sesuai kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Keberhasilan sasaran
Keberhasilan sasaran adalah ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan pehatian terhadap aspek sasaran, artinya dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program tersebut.
3. Kepuasan terhadap program
Kepuasan terhadap program adalah suatu upaya upaya terhadap program s yang hasilnya dicapai dalam perbandingan anatara harapan dan hasil akhir dalam program program yang telah dilaksanakan.
4. Tingkat input dan output
Input adalah masukan, dimana program-program yang akan dilaksanakan dengan terencana, sedangkan output adalah pengeluran yaitu hasil dari program program yang sudah terencana menghasilkan tujuan akhir bersama.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh
Pencapaian tujuan menyeluruh adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan adalah sebuah proses, oleh karena itu agar tercapainya tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan tahapan pencapaian bagiannya maupun tahap tahap waktu proses pelaksanaan sebuah program.
Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprenshif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokonya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Gibson, et al (1984:98) menyimpulkan kriteria Efektivitas suatu kegiatan dalam tiga indicator yang didasarkan pada  jangka waktu yaitu:
1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (production), efisiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfacation):
2. Efektivitas jangka menengah, meliputi : kemampuan menyesyuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development:


3. Efektivitas jangka panjang, keberlangsungan (sustanbility) 
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi pada peoduktivitas, Yitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.
Menurut Makmur (2015:7-9) mengukur Efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indicator-indikator sebagai berikut :
a. Ketetapan waktu
Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
b. Ketetapan penghitungan biaya 
Setiap pelaksanaan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan dan tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatantersebut diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat.
c. Ketepatan dalam pengukuran
Ketepatan dalam pengukuran adalah semua kegiatan yang sebelumnya telah di ukur keberhasilannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui proses, sehingga kita dapat menemukan mana yang baik diantara yang terbaik, baik itu memilih suatu metode, pekerjaan, dan lain sebagainya.
e. Ketetapan berpikir 
Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descarters yang mengungkapkan cogito ergo sum (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung ketetapan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alamsemesta yang senantiasa memberikanpengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
f. Ketepatan dalam melakukan perintah 
Keberhasilan aktivitas suatu organisai sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
g. Ketetapan dalam menentukan tujuan
Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya diruangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategis. Sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi.
h. Ketepatan sasaran
Sejalan dengan apa yang kitasebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategis. Sedangkan saran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih operasional.
	Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:30) mengatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator berikut:
1. Kecepatan Sasaran Program
Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yan telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuian antara tujuan program dan sasaran peserta program memengaruhi keberhasilan program.
2. Sosialisai Program 
Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang di tentukan. Program yang telah dilaksanakan harus di tunjukankepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Sosialisai program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana stakeholder atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program bantuan sosial langsung tunai.
3. Tujuan Program
Tujuan program yaitu, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang ditetapkan.


4. Pemantauan Program
Pemantauan program adalah kegiatan yan dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam hal ini pemantauan program berupa evaluasi yang dapat di ukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap perubaham yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.
Dari definisi-definisi ukuran tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengukuran tingkat efektivitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketetapan sasaran progrsm, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1.2 Program Bantuan Langsung Tunai
Program Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih dikenal dengan BLT merupakan pengembangan dari Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BSP program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, dan harga.
Sebelumnya program bantuan sosial pangan merupakan subsidi rasta dan pada tahun 2017 diganti menjadi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai yang disalurkan pemerintah melalui skema non tunai dan bansos rasta. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program menjadi program banuan sosial pangan dengan indeks bantuan yang semula Rp 110.000/KPM/bulan naik menjadi 150.00/KPM/bulan setelah itu dikarenakan adanya wabah virus covid di Indonesia maupun di negara lain maka pemerintah menaikan indeks bulanan bantuan menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Pada tahun 2021 pemerintah mentransformasi kembali bantuan sosial pangan menjadi bantuan langsung tunai dimana bantuan tersebut yang semulanya berupa non tunai berupa kebutuhan pangan dan pokok menjadi uang tunai, merupakan upaya dari pemerintah untuk terus menangani kemiskinan dan gizi buruk yang ada di Indonesia untuk penerima KPM.
Berdasarkan peraturan Kemenkeu RI No 28 tahun 2022 pasal 33 ayat (1) huruf a BLT diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria seperti, keluarga miskin atau tidak mampu, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial dari APBN yang terhenti, keluarga miskin yang terdampak pandemic civid 19, dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanut usia.


1.2.1 Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai
Tujuan BLT adalah sebagai berikut:
1. Mengurangi beban pengeluaran Kpm melalui pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Meningkatkan ketetapan sasaram, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi, dan
3. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

1.2.2 Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai
Manfaat BLT adalah sebagai berikut :   
1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efesiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap  layanan keuangan.
4. Meningkatnya perteumbuhuhan ekonomi di suatu daerah.
5. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 100 hari pertama kehidupan (HPK).




1.2.3 Prinsip Pelaksanaan Program
Pelaksanaan BLT harus memenuhi prinsip : 
1. Memberikan kebebasan akses pengambilan dana bantuan kepada KPM untuk mengambil dana bantuan pada e-warung ataupun pada Kantor Desa.
2. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM .
3. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM dan
4. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program bantuan langsung sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk sesuai teknis yang diberlakukan.

1.3 Ruang Lingkup Bantuan Langsung Tunai 
1.3.1 Penerima Manfaat Program
Adalah keluarga dengan kondiis sosial ekonomi terendah did aerah pelaksanaan selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BLT yang namanya termasuk didalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program BLT dan ditetapkan oleh KPA di kementrian sosial.
Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program BLT yang diperiksadan difanilisasi oleh pemerintah daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementrian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG .
Untuk setiap KPM, SISK-NG memuat informasi sebagai berikut:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengurus KPM.
2. Nomor ID pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
4. Nomor Rekening Bansos, jika ada.
5. Nomor KKS, jika ada.
6. Nama Pengurus KPM .
7. Nomor Kartu Keluarga (KK).
8. Tempat lahir dari pengurus KPM
9. Tanggal lahir dari pengurus KPM.
10. Nama gadis ibu kandung dan pengurus KPM
11. Nomor Peserta PKH, jika ada.
12. Status PKH, jika ada
13. Nama Kepala Keluarga.
14. Nama Anggota Keluarga Lainnya.
15. Alamat Tinggal Keluarga.
16. Kode Wilayah (Provinsi,kabupaten/Kota,kecamatan, desa/kelurahan).



1.3.2 Pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
Ditentukan menurut prioritas sebagai berikut:
1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur diatas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan.
3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan diatas 17 tahun, maka pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada dalam keluarga, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur diatas 27 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun keatas memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM diwakili  oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM sebagai pengurus KPM.
6. Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM program BLT merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus KPM PKH.
Dalam Kepesertaan KPM di dalam Program Bantuan Langsung Tunai  dapat berganti karena beberapa hal yaitu:
a. Meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain.
b. Merupakan calon KPM yang seluruh anggota pindah ke desa/kelurahan lain.
c. Calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM.
d. Calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih).
e. Calon KPM sudah mampu.

1.3.3 Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan
Instrument pengambilan yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan langsung tunai Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan.Dengan syarat-syarat sebagai berikut::Surat Pemberitahuan  Penerima diberikan desa kepada RT.
1. RT memberikan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.
2. KPM mengambil dana bantuan dengan membawa surat tersebut di Kantor Desa sebagai bukti penerima bantuan.
3. KPM lalu bisa mengambil dana bantuan tersebut.
4. KPM wajib mengambil dana bantuan tersebut, tanpa diwakilkan kerabat atau keluarga.
5. Jika KPM berhalangan mengambil bantuan, bisa diwakilkan keluarga atau kerabat terdekat yang bersangkutan, tetapi dengan syarat membawa kelengkapan surat, kartu keluarga, dan bukti identitas yang mewakili pengambilan dana bantuan .

1.3.4 Kantor Desa (Tempat Pengambilan Bantuan)
Kantor desa adalah tempat pengambilan dana bantuan langsung tunai, proses pengambilan dana bantuan diawali dari pemerintah yang bekerja sama melalui Kantor Pos yang selanjutnya dana bantuan tersebut bisa dicairkan di Kantor Desa. Dengan membawa kelengkapan surat yang sudah diberikan, dan KPM bisa mencairkan dana bantuan tersebut.

1.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai
1.4.1 Persiapan Program
Proses persiapan adalah sebuah tahap awal untuk kegiatan setelah kementrian sosial menetapkan pagu program bantuang langsung tunai, pada wilayah kabupaten ataupun kota dan mekanisme pelaksanaan. 




1.4.1.1 [bookmark: _Hlk110527913]Koordinasi Pelaksanaan 
1. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat 
Koordinasi ditingkat pemerintah pusat dilakukan antara kementrian sosial sebgai pengguna anggaran dan kementrian lembaga terkait melalui forum tim koordinasi Bantuan Langsung dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada tim pengendali koordinasi dengan kementrian lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan-arahan yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan program. Selain itu koordinasi untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan bank penyalur dilakukan untuk beberapa tahap yaitu:
· Memastikan kesiapan insfrastruktur pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan progam bantuan langsung, 
· Menyepakati pembukaan rekening dan registrasi dan distribusi KKS untuk KPM.
· Menyepakati pelaksanaan edukasi dan sosialisai.
· Menyepakati waktu penyaluran.
· Melakukan pemetaan resiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan menentukan potensi solusinya.
2. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi
Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bantuan Langsung Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Kabupaten dan Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program di Kabupaten dan Kota.
3. Koordinasi di Tingkat  Kabupaten dan Kota
Pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Koordinasi Bantuan Langsung kabupaten dan kota melakukan koordinasi untuk seluruh tahap pelaksanaan program.

1.4.1.2 [bookmark: _Hlk110527934]Persiapan Data KPM
Persiapan data KPM program bantuan langsung dilaksanakan melalui aplikasi SKS-NG yaitu :
a) Daftar calon KPM Program Bantuan Langsung pada SIKS-NG sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat bantuan.
b) Jumlah data calon KPM yang di sediakan di SIKS-NG idealnya sama dengan pagu program bantuan langsung yang ditetapkan untuk kabupaten dan kota. Jika jumlah data calon KP pada SIKS-NG kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang ditetapkan.
c) Pemerintah kabupaten dan kota harus memeriksa data calon KPMM pada SIKS-NG, melakukan perubahan data seusia dengan konidi terbaru, serta melengkapi 7 variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG.
d) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data pengurus KPM.
e) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui msuyawarah desa atau kelurahan .
f) Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG, yaitu:
1. Meninggal dunia
2. Tidak ditemukan keberadaannya.
3. Tercatat ganda.
4. Sudah mampu
5. Menolak program.
6. Menjadi pekerja imigran Indonesia sebelum melakukan aktivitas.
g) Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap kabupaten atau kota.
h) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program bantuan langsung adalah keluarga yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
i) Pemerintah kabupaten dan kota memastikan kelengkapan pengisian variable KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG, variable pembuka rekening.
j) Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang tersedia di dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementrian sosial.




1.4.2 Tujuan Edukasi, Sasaran, dan Sosialisai
1.4.2.1 [bookmark: _Hlk110527969]Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisai 
1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah perihal kebijakan dan aspek pelaksanaan program bantuan langsung.
2. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfataan dana bantuan langsung.
3. Memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan program bantuan langsung.

1.4.2.2 [bookmark: _Hlk110527995]Sasaran edukasi dan sosialisai
Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisai program bantuan langsung  yaitu:
1. K/L terkait.
2. Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Kecamatan.
3. Perangkat desa dan jajaran dibawahnya.
4. Tenaga Pelaksanaan Bantuan Langsung. 
5. KPM.
6. Pemilik atau pengelola e-warung.
7.  Bank penyalur baik ditingkat pusat maupun cabang.
8. Masyarakat umum.
1.4.3 Perangkat Media Edukasi dan Sosialisai
Perangkat media edukasi dan sosialisai yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan langsung adalah sebagai berikut:
1. Surat yang dikirim kementrian sosial kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, ditembuskan kepada tim pengendali dan tim koordinasi bantuan langsung daerah atau kabupaten dan kota. Yang kedua pada organisasi perangkat (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial mengenai informasi program dan kesetaraan untuk disampaikan kepada KPM penyampaian informasi dapat menggunakan mekanisme daerah masing-masing.
2. Pedoman umum program bantuan langsung, yang berisi informasi mengenai kebijakan program dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
3. Pedoman khusus yaitu pengelolaan pengaduan program bantuan langsung , yang berisikan mekanisme dan proses pengelolaan pengaduan terkait program bantuan langsung, serta pembagian peran, tugas dan tanggung jawab pengelolaan pengaduan.
4. Lembar panduan KPM, yang berisi prinsip pelaksanan program bantuan langsung, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan dan pengaduan.
5. Poster yang memuat : informasi program secara umum dan mencakup tujuan program,prinsip pelaksanaan dan manfaat program, dan informasi mengenai mekanisme pemanfaatan bantuan program bantuan langsung dan pengaduan, ditujukan kepada RT/RW. Desa/Kelurahan, KPM , dan e-warung.
6. Audio atau video informasi mengenai informasi program.
7. Siaran pers, yang berisikan informasi tentang program secara umum dan ditunjukan kepada masyarakat umum.

1.4.4 Penyaluran Dana Bantuan
Proses penyaluran dana program bantuan langsung dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pengambilan dana bantuan dilakukan pada Kantor Desa.
2. KPM mengambil dana bantuan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan .
3. Penyaluran dana bantuan langsung tunai langsung diambil pada Kantor Desa dengan syarat membawa surat panggilan bantuan penerima yang sudah diberikan RT setempat.
4. Setelah itu KPM berhak mendapatkan bantuan yang diterimanya.
5. KPM harus memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan.

       [image: ]
[bookmark: _Hlk110527202]Gambar 2.1
Proses Pencairan Dana Bantuan


Selain itu proses pencairan dana bantuan pada program bantuan langsung tunai, adalah sebagai berikut:
1. Datang : KPM datang ke kantor desa dengan membawa surat panggilan penerima yang diberikan RT .
2. Cek : Pengecekan kelengkapan surat yang sudah diberikan, dan pengecekan kesesuaian data data penerima bantuan.
3. Terima : KPM menerima dana bantuan langsung tunai yang telah diberikan .


1.4.5 Pemanfatan Dana Bantuan
Proses pemanfaatan dana bantuan program bantuan langsung tunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. KPM menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan program tersebut dibuat.
2. KPM harus memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan pangan.
3. KPM mengoptimalkan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kesehatan gizi yang baik, dan seimbang.
4. KPM diutamakan membelanjakan dana bantuan tersebut di umkm yang ada disekitar desa, sehingga menyejahterakan umkm yang ada di desa pabuaran wetan .
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